


TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN 

NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK                             

PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM 

(Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran) 

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna 

Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Hukum Tata 

Negara 

 

Oleh: 

Zahrotun Annisa 

NPM. 2221020438 

 

 

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) 

 

 

 

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H 

Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1448 H/ 2026 M 



 

ii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Arab Latin Arab Latin 

 ṭ ط  - ا

 ẓ ظ  B ة

ʿ  ع T ت 

 G غ ṡ ث 

 F ف  J ج

 Q ق  ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل  D د

 M م ż ذ

 N ن r ر

 W و z ز

 H هـ S س 

 ' ء Sy ش 

 Y ي ṣ ص

   ḍ ض

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

 kataba =كَتبَََ

 su'ila = سُئِلََ

 yażhabu = يذَْهَبَُ

 qāla =قاَلََ

 qīla=قِيلََ

 yaqūlu =يقَوُلَُ

 kaifa =كَيْفََ

 ḥaula =حَولََ

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik 

pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan 

Padang Cermin, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah 

Tanfidziyyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 

antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan kondisi 

empiris pelayanan air bersih di lapangan, seperti tidak stabilnya 

distribusi air, rendahnya debit air, serta belum optimalnya respons 

terhadap keluhan masyarakat.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau 

Brak serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif Siyāsah 

Tanfīdziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui 

observasi, wawancara dengan pemerintah desa, kepala dusun, dan 

masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif untuk menarik 

kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di 

Desa Hanau Brak belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama 

terletak pada infrastruktur yang tidak memadai, seperti jaringan pipa 

yang telah tua dan mengalami kebocoran, sehingga mengganggu 

kontinuitas dan pemerataan distribusi air. Selain itu, mekanisme 

pengaduan belum terintegrasi secara efektif, serta koordinasi antara 

pemerintah desa dan PDAM masih belum maksimal.  

Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelayanan 

publik belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah sebagai pelaksana 

kebijakan belum mampu menghadirkan pelayanan yang optimal sesuai 

dengan nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan masyarakat. 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, PDAM, Perda Pesawaran, Siyasah 

Tanfidziyyah, Air Bersih. 
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ABSTRACT 
 

This study examines the implementation of Regional 

Regulation of Pesawaran Regency Number 11 of 2015 concerning 

Public Services in the clean water supply provided by the Regional 

Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village, Padang 

Cermin District, and analyzes it from the perspective of Siyasah 

Tanfidziyyah. This research is motivated by the existence of a gap 

between the normative provisions of the regional regulation and the 

empirical conditions of clean water services in the field, such as 

unstable water distribution, low water pressure, and suboptimal 

responses to community complaints.  

This study aims to analyze the implementation of Pesawaran 

Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Public 

Services in the provision of clean water services by the Regional Water 

Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village and to examine its 

implementation from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. This 

study employs a qualitative approach with a field research design. Data 

were collected through observation, interviews with village officials, 

hamlet heads, and local residents, as well as documentation. The data 

analysis was conducted using a descriptive-analytical method with an 

inductive approach, drawing conclusions from specific facts found in 

the field. The findings show that the implementation of clean water 

services by PDAM in Hanau Brak Village has not been running 

optimally. The main problems lie in inadequate infrastructure, such as 

aging and leaking pipeline networks, which disrupt the continuity and 

equitable distribution of water. In addition, the complaint handling 

mechanism has not been effectively integrated, and coordination 

between the village government and PDAM remains suboptimal.  

From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, these conditions 

indicate that the principles of trustworthiness (amanah), justice (‘adl), 

and public welfare (maslahah) in public services have not been fully 

realized. The government, as the policy implementer, has not been able 

to provide optimal services in accordance with Islamic values and the 

objectives of public welfare. 

Keywords:  Public Service, PDAM, Pesawaran Regional Regulation, 

Siyasah Tanfidziyyah, Clean Water 
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MOTTO 

 

دُّوا اهنْ  يهأمُْرُكُمْ  اٰللّه  اِن    ا    اِلٰٰٓى  الْْهمٰنٰتِ  تؤُه اِذها  اههْلِهه كهمْتمُْ  وه اٰللّه  انِ   بِالْعهدْلِ   تهحْكمُُوْا اهنْ  الن اسِ  بهيْنه  حه

ا  بهصِيْرً    ۢسهمِيْعًا  كهانه  اٰللّه  اِن   بهِ    يهعِظُكُمْ  نعِِم 

 

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik  

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” 

 

(Q.S Annisa:58) 
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TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI  

PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN 

NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 

PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM 

(Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran) 

 

Zahrotun Annisa, Zuhraini, Nurasari 

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Email: annisazahrotun121@gmail.com, zuhraini@radenintan.ac.id, 

nurasari@radenintan.ac.id 

Abstrak 

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada 

pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan 

Padang Cermin, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah 

Tanfidziyyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 

antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan kondisi 

empiris pelayanan air bersih di lapangan, seperti tidak stabilnya 

distribusi air, rendahnya debit air, serta belum optimalnya respons 

terhadap keluhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air 

bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak serta menganalisis 

pelaksanaannya dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan 

(field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan 

pemerintah desa, kepala dusun, dan masyarakat, serta dokumentasi. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan 

induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan air 

bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak belum berjalan secara optimal. 

Permasalahan utama terletak pada infrastruktur yang tidak memadai, 

seperti jaringan pipa yang telah tua dan mengalami kebocoran, sehingga 

mailto:annisazahrotun121@gmail.com
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mengganggu kontinuitas dan pemerataan distribusi air. Selain itu, 

mekanisme pengaduan belum terintegrasi secara efektif, serta 

koordinasi antara pemerintah desa dan PDAM masih belum maksimal. 

Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelayanan publik 

belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan 

belum mampu menghadirkan pelayanan yang optimal sesuai dengan 

nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan masyarakat. 

Kata kunci: Pelayanan Publik, PDAM, Perda Pesawaran, Siyasah 

Tanfidziyyah, Air Bersih. 

 

Abstract 

This study examines the implementation of Regional Regulation of 

Pesawaran Regency Number 11 of 2015 concerning Public Services in 

the clean water supply provided by the Regional Water Supply 

Company (PDAM) in Hanau Brak Village, Padang Cermin District, 

and analyzes it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This 

research is motivated by the existence of a gap between the normative 

provisions of the regional regulation and the empirical conditions of 

clean water services in the field, such as unstable water distribution, 

low water pressure, and suboptimal responses to community 

complaints. This study aims to analyze the implementation of 

Pesawaran Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 

concerning Public Services in the provision of clean water services by 

the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village 

and to examine its implementation from the perspective of Siyāsah 

Tanfīdziyyah. This study employs a qualitative approach with a field 

research design. Data were collected through observation, interviews 

with village officials, hamlet heads, and local residents, as well as 

documentation. The data analysis was conducted using a descriptive-

analytical method with an inductive approach, drawing conclusions 

from specific facts found in the field. The findings show that the 

implementation of clean water services by PDAM in Hanau Brak 

Village has not been running optimally. The main problems lie in 

inadequate infrastructure, such as aging and leaking pipeline networks, 

which disrupt the continuity and equitable distribution of water. In 
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addition, the complaint handling mechanism has not been effectively 

integrated, and coordination between the village government and 

PDAM remains suboptimal. From the perspective of Siyasah 

Tanfidziyyah, these conditions indicate that the principles of 

trustworthiness (amanah), justice (‘adl), and public welfare (maslahah) 

in public services have not been fully realized. The government, as the 

policy implementer, has not been able to provide optimal services in 

accordance with Islamic values and the objectives of public welfare.  

Keywords: Public Service, PDAM, Pesawaran Regional Regulation, 

Siyasah Tanfidziyyah, Clean Water 

 

A. PENDAHULUAN 

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat (Surya et al., 2026). Pemerintah 

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga 

negara, termasuk penyediaan air bersih yang layak, berkelanjutan, 

dan merata (Gilang Romadon et al., 2025). Air bersih memiliki 

peran penting tidak hanya dalam menunjang kebutuhan sehari-

hari, tetapi juga dalam menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, 

serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Putri 

et al., 2022).  

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang bersifat 

mendasar (basic needs) sekaligus hak setiap warga negara. Oleh 

karena itu, permasalahan pelayanan air bersih oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) bukan sekadar persoalan 

administratif, melainkan merupakan persoalan yang sangat vital 

karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, kesehatan 

masyarakat, sanitasi lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Bahkan, 

apabila pelayanan air bersih mengalami gangguan secara 

berkepanjangan, kondisi tersebut dapat berdampak fatal berupa 

meningkatnya risiko penyakit, terganggunya aktivitas masyarakat, 

hingga menurunnya kualitas hidup. Kualitas pelayanan air bersih 

menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara dalam 

memberikan pelayanan publik yang optimal (Syahrian, 2023). 
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Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengelola pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat (Hutasuhut et al., 2022). Kabupaten 

Pesawaran telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Pelayanan Publik sebagai landasan hukum dalam 

penyelenggaraan layanan publik, termasuk pelayanan air bersih 

oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Al Arif & 

Paramadina, 2021). Penelitian ini secara khusus berfokus pada 

implementasi Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepastian 

hukum. Asas tersebut menghendaki agar setiap penyelenggara 

pelayanan publik memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak 

masyarakat sebagai penerima layanan memperoleh kepastian, 

perlindungan, dan pelayanan yang berkualitas. 

Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip pelayanan publik 

seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas 

yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan (Pratama dan 

Dewi, 2022). PDAM sebagai penyelenggara pelayanan publik 

memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin kontinuitas, 

kualitas, dan pemerataan distribusi air bersih kepada masyarakat 

sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Hidayat & 

Niagara, 2022). 

Implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum 

sepenuhnya berjalan optimal. Di Desa Hanau Brak, Kecamatan 

Padang Cermin, pelayanan air bersih oleh PDAM masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi air yang tidak 

lancar, kualitas air yang kurang memenuhi standar, serta 

minimnya respons terhadap keluhan masyarakat. Permasalahan 

tersebut menunjukkan bahwa pelayanan air bersih masih belum 

mampu memenuhi hak dasar masyarakat secara optimal. Kondisi 

ini menjadi persoalan yang sangat serius karena keterlambatan 

maupun kegagalan pelayanan PDAM tidak hanya menimbulkan 

ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan 

masyarakat, menghambat aktivitas rumah tangga dan 
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perekonomian, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap penyelenggara pelayanan publik.  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 

8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 

Tahun 2015 belum terlaksana secara optimal, karena asas 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum 

sepenuhnya terwujud dalam pelayanan air bersih yang diterima 

masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan realitas 

pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam perspektif hukum tata kelola pemerintahan, 

kegagalan penyediaan air bersih juga mencerminkan belum 

optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak-

hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, persoalan pelayanan PDAM 

tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan 

sebagai persoalan pelayanan publik yang bersifat strategis, vital, 

dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan Siyāsah 

Tanfīdziyyah, pelaksanaan kebijakan publik menjadi tanggung 

jawab pemerintah sebagai pemegang amanah (Agamar et al., 

2026).  

 Siyāsah Tanfīdziyyah menekankan bahwa pemerintah 

tidak hanya berperan dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga 

wajib memastikan implementasinya berjalan secara adil, 

transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat 

(Marisa et al., 2026). Dalam konteks pelayanan air bersih, 

pemerintah dan PDAM sebagai pelaksana kebijakan dituntut 

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sebagai 

bentuk realisasi amanah dan perlindungan terhadap kemaslahatan 

umum (maslahah 'ammah). Kegagalan dalam memberikan 

pelayanan publik yang optimal dapat dipandang sebagai bentuk 

ketidaksesuaian dalam menjalankan amanah pemerintahan 

(Aprelia et al., 2023). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 8 huruf b 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 
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dalam pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, serta 

meninjau pelaksanaannya dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. 

Penelitian ini menjadi penting mengingat pelayanan air bersih 

merupakan sektor yang menyangkut kebutuhan primer masyarakat 

sehingga setiap kelemahan dalam implementasi kebijakan 

berpotensi menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan sosial, 

kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam 

pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang 

siyasah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan 

kualitas pelayanan publik di daerah. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih 

untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi 

pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, serta menelaahnya dalam 

perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi empiris di 

lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka teori 

yang digunakan (Moleong, 2021). 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan informan yang terdiri dari pihak PDAM, aparat 

desa, serta masyarakat sebagai pengguna layanan air bersih. 

Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung 

kondisi pelayanan yang diberikan. Adapun data sekunder 

diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan 

Publik, laporan PDAM, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, 

dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi 

digunakan untuk mengamati kondisi nyata pelayanan air bersih, 

wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam 
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dari para informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung 

lainnya (Sugiyono, 2022). 

Teknik penentuan informan menggunakan metode teknik 

purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami 

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif 

melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara induktif, yaitu 

menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju 

pemahaman yang lebih umum (Creswell & Creswell, 2023). 

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun 

metode, dengan cara membandingkan data hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan memiliki 

tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Saldaña, 2021). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Publik pada Layanan Air Bersih oleh PDAM 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Hanau Brak, 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 

11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada sektor pelayanan 

air bersih oleh PDAM belum berjalan secara optimal. Temuan 

tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 belum berjalan 

secara optimal. Menurut teori implementasi kebijakan George 

C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 

(Hasanah & Handayani, 2025). Dalam penelitian ini, rendahnya 

debit air dan kebocoran jaringan menunjukkan bahwa aspek 

sumber daya (resources) belum memadai. Lambatnya 

penanganan permasalahan jaringan utama mencerminkan 

belum optimalnya disposisi pelaksana serta koordinasi 

antarlembaga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
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Dari aspek ketersediaan dan kontinuitas layanan, 

distribusi air bersih belum stabil. Air cenderung mengalir 

dengan debit yang cukup pada malam hari, sedangkan pada 

pagi hingga siang hari aliran air sering kali tidak tersedia di 

beberapa rumah warga. Kondisi ini sebagaimana wawancara 

dengan Bapak Ogi selaku Sekretaris Desa Hanau Brak yang 

menyatakan bahwa “air hanya mengalir dengan debit besar 

pada malam hari, sementara pada siang hari sering tidak 

mengalir ke beberapa rumah warga”. Hal ini menunjukkan 

bahwa prinsip kontinuitas pelayanan belum terpenuhi secara 

maksimal. 

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip 

penyelenggaraan pelayanan publik yang mengharuskan setiap 

penyelenggara memberikan pelayanan secara 

berkesinambungan, dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan 

memenuhi standar pelayanan minimal. Ketidakstabilan 

distribusi air menunjukkan bahwa implementasi Perda belum 

sepenuhnya mampu menjamin kepastian pelayanan kepada 

masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Kondisi tersebut 

bertentangan dengan teori pelayanan publik yang menyatakan 

bahwa pelayanan harus memenuhi prinsip kontinuitas, 

kepastian, keadilan, dan responsivitas. Ketidakstabilan 

distribusi air menunjukkan bahwa standar pelayanan publik 

sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut belum terpenuhi 

secara optimal (Rajagukguk et al., 2022). 

Dari segi kualitas air, hasil wawancara dengan Bapak 

Hendri selaku masyarakat Desa Hanau Brak menunjukkan 

bahwa air yang disalurkan oleh PDAM relatif baik, jernih, dan 

layak digunakan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan 

masyarakat yang menyatakan bahwa: 

“Air yang diterima tergolong bersih dan dapat digunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari. Kualitas yang baik tidak cukup 

apabila tidak diimbangi dengan kuantitas atau debit air yang 

memadai.” 

Permasalahan utama justru terletak pada kuantitas dan 

tekanan air yang rendah. Banyak masyarakat mengeluhkan 
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kecilnya debit air, yang menyebabkan kebutuhan air sehari-hari 

tidak terpenuhi secara optimal. Bahkan, penggunaan pompa air 

oleh sebagian warga memperparah ketimpangan distribusi, 

karena hanya rumah tangga tertentu yang dapat memperoleh 

aliran air secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya 

ketidakadilan dalam distribusi pelayanan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

publik tidak hanya diukur dari mutu air yang diterima 

masyarakat, tetapi juga dari kontinuitas, tekanan, dan 

pemerataan distribusinya. Dengan demikian, meskipun kualitas 

air tergolong baik, pelayanan tetap belum dapat dikatakan 

optimal apabila kuantitas air yang diterima masyarakat masih 

belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Dari aspek responsivitas pelayanan, ditemukan bahwa 

PDAM cukup cepat dalam menangani permasalahan teknis 

berskala kecil, seperti kerusakan pada sambungan rumah 

tangga. Namun, untuk permasalahan yang lebih besar, seperti 

kebocoran pada jaringan utama dan fasilitas sumber air, 

penanganannya masih belum optimal. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelayanan belum sepenuhnya memenuhi prinsip 

akuntabilitas dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam 

Perda. 

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang 

memengaruhi belum optimalnya pelayanan adalah kondisi 

jaringan distribusi. Perlu dipastikan kembali apakah telah 

dilakukan pembaruan atau penggantian jaringan pipa oleh 

PDAM. Apabila pembaruan telah dilakukan, maka persoalan 

pelayanan menunjukkan bahwa kendala tidak hanya 

disebabkan oleh kondisi pipa, tetapi juga dipengaruhi oleh 

aspek manajemen distribusi, kapasitas jaringan, maupun sistem 

operasional pelayanan. Sebaliknya, apabila belum terdapat 

pembaruan jaringan pipa, maka kondisi tersebut menjadi salah 

satu penyebab utama belum optimalnya implementasi 

pelayanan air bersih. 
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2. Peran Pemerintah Desa dan Mekanisme Pengaduan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa 

berperan sebagai fasilitator dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak PDAM. Aparat 

desa tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan 

pengecekan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi 

sumber permasalahan, seperti kebocoran pipa dan gangguan 

distribusi air. Namun demikian, efektivitas peran tersebut 

masih terbatas karena tindak lanjut dari pihak PDAM terhadap 

laporan yang disampaikan belum sepenuhnya mampu 

mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erik 

selaku Staf Pelayanan Pelanggan PDAM Kabupaten 

Pesawaran, diketahui bahwa PDAM memiliki tugas untuk 

menyediakan pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan meliputi 

penyediaan jaringan distribusi air bersih, pelayanan 

pemasangan sambungan baru, serta penanganan pengaduan 

pelanggan. PDAM juga menyediakan mekanisme pengaduan 

yang dapat diakses masyarakat secara langsung maupun 

melalui petugas lapangan. Bapak Erik menjelaskan bahwa: 

"PDAM berusaha memberikan pelayanan air bersih secara 

maksimal kepada masyarakat. Jika terdapat keluhan seperti air 

tidak mengalir, kebocoran pipa, atau kualitas air yang kurang 

baik, masyarakat dapat melapor kepada petugas dan akan 

segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku." 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PDAM telah 

berupaya menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat 

untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan air bersih. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai 

kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan. Menurut 

Bapak Erik, keterbatasan jaringan pipa, kondisi geografis 

wilayah, serta gangguan teknis menjadi faktor yang sering 
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menghambat kelancaran distribusi air kepada pelanggan. 

Beliau menyampaikan bahwa: 

"Kendala yang sering dihadapi adalah kerusakan jaringan 

pipa dan kondisi sumber air yang terkadang mengalami 

penurunan debit, terutama pada musim kemarau. Hal ini 

berpengaruh terhadap kelancaran distribusi air kepada 

pelanggan." 

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan 

antara pelayanan yang diharapkan (service expectation) dengan 

pelayanan yang diterima masyarakat (service performance). 

Dari sisi penyelenggara, pelayanan telah diupayakan sesuai 

prosedur, sedangkan dari sisi masyarakat, pelayanan dinilai 

belum mampu memenuhi kebutuhan air secara optimal. 

PDAM juga melakukan evaluasi secara berkala 

melalui monitoring lapangan dan penanganan laporan 

pelanggan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Meskipun demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa berbagai permasalahan pelayanan masih 

dirasakan oleh masyarakat Desa Hanau Brak. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erlian selaku 

Kepala Dusun Hanau Brak yaitu: 

“Masyarakat cenderung menyampaikan keluhan secara 

langsung kepada PDAM tanpa melalui pemerintah desa. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan belum 

terintegrasi secara sistematis antara pemerintah desa dan 

PDAM. Akibatnya, koordinasi dalam penanganan 

permasalahan pelayanan air bersih belum berjalan secara 

optimal.” 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme 

pengaduan belum menerapkan prinsip collaborative 

governance, yaitu sinergi antara pemerintah desa, PDAM, dan 

masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik. 

Akibatnya, proses penyelesaian keluhan sering kali berjalan 

lambat dan tidak menghasilkan solusi yang berkelanjutan. 

Tingginya intensitas keluhan masyarakat, terutama 

terkait kecilnya debit air, ketidakstabilan distribusi, serta 
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kualitas pelayanan yang dianggap belum memadai, 

menunjukkan bahwa pelayanan air bersih masih belum 

memenuhi harapan masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh 

adanya persepsi masyarakat mengenai ketidakseimbangan 

antara biaya yang dibayarkan dengan pelayanan yang diterima. 

Masyarakat merasa bahwa kewajiban pembayaran rekening air 

secara rutin belum diimbangi dengan kualitas pelayanan yang 

memuaskan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam 

pelayanan publik. 

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan 

perspektif antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Dari 

sisi PDAM, berbagai kendala teknis seperti kerusakan jaringan 

pipa, keterbatasan infrastruktur, dan penurunan debit sumber 

air menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas 

pelayanan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, yang menjadi 

perhatian utama adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih 

secara lancar, merata, dan berkelanjutan. Perbedaan perspektif 

tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi 

antara PDAM, pemerintah desa, dan masyarakat agar proses 

pelayanan serta penyelesaian pengaduan dapat berjalan lebih 

efektif. 

Sistem pelayanan air bersih di Desa Hanau Brak belum 

sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Padahal, dalam prinsip pelayanan publik, 

kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator utama 

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, 

diperlukan perbaikan tidak hanya pada aspek teknis pelayanan, 

tetapi juga pada aspek koordinasi kelembagaan, komunikasi, 

serta sistem pengaduan yang lebih responsif, transparan, dan 

terintegrasi agar pelayanan air bersih dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara optimal. 

3. Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap Pelayanan Publik 

pada Layanan Air Bersih oleh PDAM 

Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah memiliki 

tanggung jawab penuh dalam melaksanakan kebijakan publik 

secara efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan 
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masyarakat. Pelayanan air bersih sebagai kebutuhan dasar 

masyarakat termasuk dalam kategori pelayanan publik yang 

wajib dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan 

amanah kekuasaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT 

dalam QS. An-Nisa ayat 58: 

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إِلىَٰ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِ  الْعَدْلِ ۚ  إِنَّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  ا يعَِظُكُمبهِِ ۗ إِنَّ اللََّّ َ نعِِمَّ  إِنَّ اللََّّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 

58). 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk 

amanah, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik oleh 

pemerintah, harus dilaksanakan secara adil, bertanggung 

jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh 

karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik 

tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari 

efektivitas implementasinya dalam memenuhi hak-hak 

masyarakat secara nyata. 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Hanau Brak, 

implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM menunjukkan 

adanya kesenjangan antara prinsip ideal Siyasah Tanfidziyyah 

dengan realitas empiris. Dari prinsip amanah, pelayanan air 

bersih belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab 

pemerintah secara optimal. Hal ini terlihat dari belum 

meratanya distribusi air serta tidak stabilnya kontinuitas aliran 

air yang diterima masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan amanah dalam bentuk pelayanan publik masih 

menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek 

pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. 
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Dalam teori Siyāsah Tanfīdziyyah, pemerintah 

merupakan pelaksana kebijakan (executive authority) yang 

bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan masyarakat 

melalui pelaksanaan peraturan secara efektif. Keberhasilan 

implementasi pelayanan publik tidak hanya diukur dari adanya 

regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memenuhi 

hak-hak masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa 

Hanau Brak belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip 

Siyāsah Tanfīdziyyah. 

Prinsip keadilan (‘adl), ditemukan adanya 

ketimpangan dalam distribusi air. Penggunaan pompa oleh 

sebagian masyarakat menyebabkan aliran air tidak merata, 

sehingga sebagian warga memperoleh layanan yang lebih baik 

dibandingkan yang lain. Prinsip keadilan dalam Islam 

ditegaskan dalam firman Allah SWT. Ayat ini menunjukkan 

bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap aspek 

kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Ketimpangan distribusi air menunjukkan bahwa prinsip 

keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pelayanan. 

Dari aspek maslahah (kemaslahatan), pelayanan air 

bersih seharusnya memberikan manfaat yang optimal bagi 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan 

yang belum maksimal justru menimbulkan beban tambahan 

bagi masyarakat, seperti keharusan membeli air dari sumber 

lain atau menggunakan alat bantu tambahan untuk memperoleh 

air. Kkonsep kemaslahatan sangat ditekankan, sebagaimana 

tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kebaikan dan 

menghindarkan kemudaratan (jalb al-masalih wa dar’ al-

mafasid). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan 

kemaslahatan dalam pelayanan publik belum tercapai secara 

maksimal. 

Dalam maqashid al-syari'ah, pemenuhan kebutuhan 

air bersih berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), 

karena air merupakan kebutuhan pokok yang berpengaruh 
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terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. 

Pelayanan air bersih yang belum optimal dapat mengurangi 

terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan 

umum (maslahah 'ammah). 

Dari prinsip akuntabilitas dan profesionalitas, 

lambatnya penanganan terhadap permasalahan infrastruktur 

utama, seperti kebocoran jaringan pipa, mencerminkan belum 

optimalnya pengelolaan pelayanan publik. Siyasah 

Tanfidziyyah, pemerintah dituntut untuk menjalankan 

kebijakan secara profesional, responsif, dan bertanggung jawab 

dalam menjaga fasilitas publik yang menjadi hak masyarakat. 

Disimpulkan bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh 

PDAM di Desa Hanau Brak belum sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah. Ketidaksesuaian tersebut 

terutama terlihat pada aspek pelaksanaan kebijakan yang belum 

mampu mewujudkan nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, 

serta profesionalitas secara optimal dalam pelayanan publik. 

4. Upaya Perbaikan dan Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan temuan penelitian, upaya perbaikan yang 

paling mendesak adalah pembenahan infrastruktur, khususnya 

jaringan pipa distribusi yang sudah tua dan mengalami 

kebocoran. Selain itu, diperlukan peningkatan sistem 

pengawasan dan responsivitas PDAM terhadap keluhan 

masyarakat, terutama untuk permasalahan yang berskala besar. 

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan 

pemerintah desa serta meningkatkan transparansi dalam 

pelayanan publik. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban 

pelanggan serta mekanisme pengaduan yang jelas juga menjadi 

penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, perbaikan ini 

merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang 

adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. 

Optimalisasi pelayanan air bersih tidak hanya menjadi 

kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan 

religius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya 

perbaikan pelayanan air bersih juga perlu diarahkan pada 
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penguatan sistem manajemen pelayanan yang berbasis data dan 

kebutuhan riil masyarakat. PDAM sebagai penyedia layanan 

publik perlu memiliki pemetaan yang jelas terkait kondisi 

jaringan distribusi, tingkat kerusakan, serta wilayah yang 

mengalami gangguan pelayanan secara berulang. Dengan 

adanya basis data yang akurat, proses pengambilan keputusan 

dalam perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih 

terarah dan efektif, sehingga tidak bersifat reaktif semata. 

Di samping itu, penguatan sumber daya manusia 

(SDM) juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas 

pelayanan. Aparatur PDAM perlu dibekali dengan pelatihan 

teknis maupun manajerial agar mampu merespons 

permasalahan di lapangan secara cepat, tepat, dan profesional. 

Keterbatasan kemampuan teknis dalam menangani kerusakan 

jaringan utama dapat memperlambat proses perbaikan dan 

berdampak langsung terhadap ketidakpuasan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat juga perlu dioptimalkan sebagai 

bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam pelayanan publik. 

Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, 

tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengawasi, 

memberikan masukan, serta mengevaluasi kinerja pelayanan 

air bersih. Tercipta hubungan yang lebih partisipatif antara 

pemerintah, PDAM, dan masyarakat dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang lebih baik. 

Kerangka Siyasah Tanfidziyyah, penguatan aspek-

aspek tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara 

pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan amanah 

kekuasaan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk 

menyediakan layanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap 

kebijakan yang diimplementasikan benar-benar memberikan 

manfaat dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. 

Setiap bentuk perbaikan dalam pelayanan publik harus selalu 

diarahkan pada tercapainya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan 

tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan 

(Maynaki et al., 2025). 
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Perbaikan pelayanan air bersih di Desa Hanau Brak 

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan 

implementasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik 

dalam perspektif hukum Islam. Hal ini sekaligus menjadi 

indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip Siyasah 

Tanfidziyyah telah diimplementasikan dalam praktik pelayanan 

publik di tingkat daerah. 

 

D. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada layanan air bersih oleh 

PDAM di Desa Hanau Brak belum berjalan secara optimal. 

Meskipun kualitas air yang disalurkan tergolong baik, namun dari 

aspek kuantitas dan kontinuitas distribusi masih mengalami 

berbagai kendala. Aliran air yang tidak stabil, rendahnya debit air, 

serta ketidakmerataan distribusi menjadi permasalahan utama 

yang dihadapi masyarakat. 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kondisi 

infrastruktur yang sudah tidak layak, terutama jaringan pipa yang 

mengalami kebocoran di berbagai titik. Apabila telah dilakukan 

pembaruan atau penggantian jaringan pipa, maka evaluasi perlu 

difokuskan pada efektivitas pengelolaan distribusi dan sistem 

operasional pelayanan untuk memastikan bahwa perbaikan 

infrastruktur benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Selain itu, responsivitas PDAM terhadap 

permasalahan berskala besar juga masih belum maksimal, 

meskipun penanganan terhadap gangguan kecil relatif cepat. 

Mekanisme pengaduan yang belum terintegrasi dengan baik serta 

kurangnya sosialisasi turut memperkuat adanya kesenjangan 

antara standar pelayanan yang diatur dalam peraturan daerah 

dengan praktik di lapangan. 

Jika ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, 

pelaksanaan pelayanan air bersih di Desa Hanau Brak belum 

sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, 

khususnya dalam aspek amanah, keadilan, dan kemaslahatan. 
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Ketidakmerataan distribusi air menunjukkan belum terpenuhinya 

prinsip keadilan, sementara belum optimalnya pelayanan 

mencerminkan kurang maksimalnya pelaksanaan amanah 

pemerintah. Selain itu, kondisi pelayanan yang belum memberikan 

manfaat optimal bagi masyarakat menunjukkan bahwa tujuan 

kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran 

yang dapat diajukan. Pertama, PDAM Kabupaten Pesawaran perlu 

melakukan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh, 

khususnya pada jaringan pipa distribusi yang sudah tua dan 

mengalami kebocoran, agar distribusi air dapat berjalan lebih 

optimal dan merata. PDAM juga disarankan melakukan inspeksi 

dan pemeliharaan jaringan secara berkala serta menyusun skala 

prioritas perbaikan pada wilayah yang paling sering mengalami 

gangguan distribusi air.  

Kedua, perlu adanya peningkatan responsivitas dan 

profesionalitas dalam penanganan keluhan masyarakat, terutama 

terhadap permasalahan yang berskala besar. PDAM juga 

diharapkan dapat memperkuat sistem pengaduan yang lebih 

efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, 

perlu ditetapkan standar waktu penyelesaian (service level) 

terhadap setiap laporan masyarakat sehingga penanganan 

pengaduan dapat dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel. 

Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan 

pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2015 serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa 

sebagai pihak yang dekat dengan masyarakat. Sosialisasi 

mengenai hak dan kewajiban pelanggan juga perlu ditingkatkan 

agar masyarakat lebih memahami mekanisme pelayanan yang ada. 

Pemerintah daerah juga disarankan melakukan evaluasi kinerja 

PDAM secara berkala berdasarkan indikator pelayanan publik, 

seperti kontinuitas distribusi air, kualitas pelayanan, tingkat 

kepuasan pelanggan, dan kecepatan penanganan pengaduan. 

Keempat, dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, 

pemerintah diharapkan mampu menjalankan pelayanan publik 

secara lebih adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan 
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masyarakat. Hal ini penting agar pelayanan air bersih tidak hanya 

memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-

nilai keadilan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Kelima, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 

mengkaji pelayanan air bersih PDAM dengan cakupan wilayah 

yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif maupun mixed methods sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepuasan 

masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan, 

serta efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik di 

daerah. 
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Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian 

Analisis Metode Penelitian 

Aspek Detail 

Lokasi Penelitian Desa Hanau Brak. Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran 

Metode Penelitian Penelitian Kualitatif melalui 

pendekatan deskriftif. 

Pengumpulan Data Wawancara mendalam dengan 

aparatur perangkat kelurahan, 

serta masyarakat yang terdampak. 

Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan secara 

deskriftif analitis, yaitu 

mendeskripsikan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dokmentasi di 

lapangan dan selanjutnya di 

analisis menggunakan perspektif 

siyasah tanfidziyyah 

Subjek Penelitian Perangkat desa dan masyarakat 

desa hanau brak yang 

menggunakan layanan air bersih 

PDAM. 
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